
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

(DISPARBUD) 

 

KEPUTUSAN KEPALA DISPARBUD KABUPATEN KEDIRI 

NOMOR : 188.45/      /418.21/2017 

TENTANG 

RENCANA KERJA DISPARBUD 

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 

  

BUPATI KEDIRI, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Renja SKPD; 

  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, penetapan rancangan akhir Renja SKPD 
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya 
Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman 

di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan 
prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Disparbud tentang Rencana Kerja (Renja) Disparbud Kabupaten 

Kediri Tahun 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan;   

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4826); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri; 

18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana  
Kerja Pemerintan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Surat Keputusan Kepala Disparbud tentang Rencana Kerja (Renja) 
Disparbud Kabupaten Kediri Tahun 2018. 

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Disparbud Kabupaten Kediri Tahun 2018 
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA 

digunakan sebagai acuan bagi Disparbud Kabupaten Kediri dalam 
penyelenggaraan program pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten 

Kediri. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan 

perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di  Kediri 

pada tanggal  19 - 06 - 2017    

KEPALA DISPARBUD  

KABUPATEN KEDIRI 

 

 

 

           GEMBONG PRAJITNO 

 

 


